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PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAnRAH TINGKAT IX KEBUMEN
‘ NOMOR 03 TAHUN 1977
TENTANG

RELRILUSI PENIMBANGAN TERNAK

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. BUPATI KDPALA DAERAH TINGKAT II KEB UMEN
Menimbang 3 bhahwa dengan tolah disodzakannya timbangan tornak oleh Pemerin-
tah Dao?ah KZabupaton Daerah Tingkat II Kebunon dipasar ternak ,.
perlu diatur- kotvntuanuketentuan tontang ponbgunnan tlmbangan -
ternak dimaksud. :
Mengingat : 1. Undeng-Undeng No.5 Tahun 1974;
: 2+ Undang~Undang No.13 Tahun 1950 ;
3+ Undang~-Undang No.12/Drt Tahun 1957 ; -
4+ Peraturan Pouerintah No.33 Tahun 1951 ; »
5e Surat Heputusan Gubernur Kopela Daerah Propinsi Jawa Tengah
tanggal 26 Maret 1974 Nomer : Hukm, G ;353214
: 61/1/22 .
Dengan persctujuan Dewan Porwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-
1L l\ebuﬁlcn’
! M EMUTUS KAN
Mlenctapkan : FERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KED UMEN TENTANG =
RETRIBUSI PENIMDANGAN TIRNAK,
Q
. BAB =1
; o ' : KETENTUAN UMUM
| -
\ ) Pasal 1.
Dalan Peratursn Daerah ini yanz dinaksud dengan :
1e Pemeorintah Dacrah ialah : Pemerintah Dacrah Kebup&ten Daerah Tingkat-
' II Kebumen ;
2« Bupati Kepala Daerah ialah : Bupati Kepala Dacrah Tingkat i &ebumen..
3. Kepala Dinas Peternakan ia-: Kepala Dinas Peternakon Kabupaten Daerah
lah Tingkat II Kebumen.
4+ Potugas ialah - ¢ Karyawan yang ditunjuk oleh kepala Dinas Pe
o ternakan Kabupaten Daeroh Tingkat II Kebu -
- men. ’
5. Timbangan Ternak inlch : alat untuk meniobang borat badan ternak.
P 6+ Ternak ialah '+ Kerbau den Sapi. | .
“k Te Pasar ternak ialah : : Sebidang tanah yang diusehakan oleh Pemerin
tah Kabupaten Dacdrah Tingkat IT Kebumon :
yang ditunjuk sebagai - temnat jual beli ter-
nake
.-G. Pedagang Teérnak ialsh - ¢ Orang yang menperdagangkan tcrnak dalam pa-.
sar ternak.v :
BAB-II
SETAJIBAN PENIMBANGAN TERNAK.
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Pagal 2.

Setiap pedagang tornak yang mcmpbrdagangkan torngk dglam pasar diwajibkan -
menimbang ternak dagangannya’ kopada Fotuges.

D.A|D.= TII
RERRIBUSI
Pasql . 3.

(1) Untuk tiap ekor'fernak,'pedaﬁ@ﬁ@'fornak harus membayarlrot:ibusi penine
bangan ternak;kepada,fgtpgas; : B T o s

(2) Besdfhyd rétbibnsi;ﬁéhibbgnaan tornak dimaksud dalam ayat (1).pgsal ini,
sotinggi-tingginya Rp,50,- (limpuluh rupiah)e -

(3) Sebagai bukti retribusi peniubangan ternak dilunasi, Petugns nenberikan
tanda pembayaran kepada redagons ternak.

il

- Pasal de
(1) Kepala Dinas Peterﬁakan'bertﬁnggung-jawub atas keamanan tinbangan terngk
' dan hosil retribusi dinaksud ‘nade pasal 3 ayat (1) Peraturan Dacrah ini.,

(2) Selambat-lambatnya tiap akhir bulan hasil retribusi dianksud ayet (1) pa
77 saldini, herus sudah disetorkon.kepada Kas Dacrah. . '

BAB - IV
KETENTUAN PIDANA
Pasol. 5.

(1) Baréng siapa nelanggar kotentunﬁekotentuan yang diatwe dalom nasal 2 dan
"3 Peraturan Docrah ini, dihulkun kurungan selama-lamanya.7:(tuduh) hori -
- atgu donda_sotinggi-tinggipya RDe104000,~ (sepuluh ribu ripiah) .

(2) Pengusutan étas'pelanggnxnn:kctontuan-kefentuan dimaksud eyat (1) pasale
.- ini diserahkan juga pade Kepala Dinas Inspeksi Kouangen/Perbendaharaan s
Kepala Dinas Ponghasilan/¥endapntan Dacrah dan Kepala Dincs Poetornakan.

DAD-YV
- KETINTUAN PENUT UP
© Dasal G

Hal-hal lain yang belun cukup dictur dalan Peraturan Dacrah ini, -ekan diatur
lebih lanjut olech ngati’Kopala Docrah,

Pezal 17,

‘Peraturan Dacrah ini dapat discbut Peraturan Daerah Kabupaten Daoroh Tingkat
II Kebumen tentang "RETRIBUSI PIIlTiDANGAN TERNAKY dan nulai berlaku pada hae
ri pertama sesudah diundangkan, - S

‘Xebumen, .10 Marot 1977,

DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH XABUPATEN BUPATI KEPALA DAZRAH TINGKAT IT
* 'DAERAH TINGKAT II KEBUMEN = "KEBUMNE N,
: Ketua, -

by . ... 3 B ttd,
v Re SOEMADJT PARTOATHMODJO. Re_SOEPENO SOERJODIPRODIO,

Diundangkan padao tanggai,19-10-1977 Seri B Noa.3,
Sekretaris iilayah/Deerah
Kabupaten Da.oreh Tingkat II Kebumen,
Ry KOEDORL -SORMANTRI BA
NIPe 010015003,
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P'EI-TJELASAN

UMUM:

Untult riendorong usaha Daerah dalan bld“ng peternakan, poningkatan pen-
dapatan petani ternak dan nenyehatkan tata~niaga dipasar ternak perlu di=-
sediakan timbangan ternak.

Sudah nenjadi kebiascan bahwa dwlam menentukan harga ternak yang diju-
al belikan (kerbau,sapi) honya didasarkan pada perklraan saa&, »ehlngga -
dapat berakibat merugikan salah satu fihak,

bordasarkan pertimbangan-pertinbangan tersebut diafas dan teolah disedi

alkonnya timbangan ternak maka doni ketertiban perlu diatur ketoentuan-ke -
tentuan yang berhubungan dengan penggunaan timbangan ternak dalan Peratur
an Dacrah.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 ¢ cukup jelas.

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan W“Jlb nenimbangkan ternak 1alah seti

ap ternak yang aosuk pasar ternak harus ditimbang dan merm

. bayar retribusi,

Pasal 3 ayat (1) : Yeng dinmaksud dengan harus membayar retribusi ialah ti

ap ckor ternzk dapat dltlmbang lgbih dari satu kqli

dalan satu hari dengan tidak menambah rétribusinya.

Pasal 3 ayat (2) : cukup jelas.







